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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama, tempat dan tanggal lahir Gebang, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan

Pedagang Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Jl  Maduma  Satu,  Desa  Pasaribu,  Kecamatan  Dolok

Sanggul,  Kab.  Humbang  Hasundutan, Sumatera  Utara,

dengan  domisili  elektronik  xxxxxxx@gmail.com/

hp/0822xxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Nama, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan

Tidak  Bekerja,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Jl

Maduma Satu, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul,

Kab.  Humbang  Hasundutan,  Sumatera  Utara,  dengan

adomisili  elektronik  xxxxxxxx@gmail.com,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1/Pdt.G/2024/PA.Trt,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa  pada  tanggal  04  Juni  2008,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Laubaleng,

sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  xx/xx/VI/2008,

tertanggal 04 Juni 2008;

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah kediaman bersama selama 3 tahun di Kabupaten Karo dan setelah

itu  pindah  ke  dolok  sanggul  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  sampai

dengan sekarang, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- Anak, Laki-laki usia 11 tahun.

- Anak, Laki-laki usia 7 tahun.            

3. Bahwa sejak  Februari  2010 keadaan rumah tangga Penggugat

dan

- Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

- Tergugat Sering Mabuk-mabukan dan pulang larut malam 

- Tergugat Menggunakan Narkoba 

- Tergugat Selingkuh dengan Wanita Cafe 

- Tergugat Tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat

dan Tergugat selama 4 tahun;   

4. Bahwa  Puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan Penggugat meminta Tergugat

untuk  memperbaiki  kelakuannya  demi  anak-anak  dan  Penggugat  malu

dengan tetangga karena kelakuan Tergugat yang sering mabuk-mabukan,

memakai narkoba dan sering membawa wanita cafe, akan tetapi Tergugat

marah sehingga terjadi  pertengkaran  sehingga  Penggugat  pun bertekad

untuk  mengajukan  perceraian  ke  Pengadilan  dan  Tergugat  pun

menyetujuinya;  

5. Bahwa Pengguat  dan Tergugat  sudah sering di  damaikan akan tetapi

Tergugat tidak mau berubah dan selau mengulangi Perbuatannya;  

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
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kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tarutung  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tarutung  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama) terhadap

Penggugat (Nama);

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Trt
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama (Tergugat)

dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxx atas nama (Penggugat),

yang  dikeluarkan  olek  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten Humbang Hasundutan. Bukti surat tersebut telah bermeterai

cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan

aslinya,  ternyata  bukti  surat  tersebut  telah  sesuai  dengan  aslinya.

Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/VI/2008 tanggal 04 Juni

2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Laubaleng Kabupaten Karo. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,

dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya,

ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi  1,  umur  46  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Buluh Pancur, Desa Buluh

Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Saksi mengaku kenal

dengan Penggugat  dan Tergugat,  hubungan sebagai  Abang Kandung

Penggugat,  menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan

keterangan di bawah Janji/sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)

orang anak;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  disebabkan  Tergugat

mengonsumsi  Narkoba,  danmenelantarkan  Penggugat  dan  anak-

anak dengan tidak menafkahai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam)

bulan lalu;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pasar Dolok

Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Saksi  mengaku  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan

sebagai  Tetangga  Penggugat  dan  Tergugat,  menyatakan  bersedia

menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)

orang anak;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  disebabkan  Tergugat

mengonsumsi  Narkoba,  dan menelantarkan  Penggugat  dan anak-

anak dengan tidak menafkahi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam)

bulan lalu;

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat

(1)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  secara  formil

gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang,  bahwa  untuk  keperluan  pemeriksaan  perkara,

berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  jo.

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan

untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal

82 ayat (1),  ayat (2) dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  kewajiban  mediasi  sebagaimana

kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang

mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

283  R.Bg  jo.  Pasal  1865  KUH  Perdata,  Majelis  Hakim  berpendapat

Penggugat  patut  diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap

dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya

telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil

bukti  karena  isinya  mendukung  terhadap  dalil  Penggugat  menyangkut

tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan

Tergugat,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah  dan  karenanya

Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi  in

judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap

bertindak  dan  tidak  terhalang  menjadi  saksi  serta  telah  memberikan

keterangan di bawah janji/sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1) merupakan

abang  kandung Penggugat,  dan  saksi  kedua  Penggugat  (Saksi  2)

merupakan tatangga Penggugat dan Tergugat, mengetahui keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  didasarkan  kepada  pengetahuan  saksi

sendiri,  karenanya dapat  diterima untuk  mendukung kebenaran dalil  dan

alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
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antara Penggugat  dan Tergugat  sejak tahun 2018,  dikarenakan Tergugat

mengonsumsi  narkoba,  serta  tidak  menafkahi  Pengugat  dan  anak-anak,

sehingga  telah  terjadi perpisahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

setidaknya sejak 6 (enam) bulan lalu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah

memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

karena telah memberikan kesaksian sesuai  dengan apa yang dilihat  dan

didengarkannya  tentang  kejadian  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

para  saksi  Tergugat  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  keterangan

Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti

surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 04

Juni 2008;

2. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  terjadi

pertengkaran  sejak  tahun  2018  dikarenakan  mengonsumsi  narkoba  dan

menelantarkan  Penggugat  dan  Anak-anak  dengan  tidak  memberikan

nafkah;

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  setidaknya

sejak 6 (enam) bulan lalu;

5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di

atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah,  salah  satu  pihak  telah

meninggalkan pihak lain sejak  tahun 2018 atau setidaknya telah berjalan
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selama  5  (lima)  tahun dan  sudah  tidak  lagi  menjalankan  hak  dan

kewajibannya  masing-masing  sebagai  suami  dan  istri.  Perpisahan  ini

mengakibatkan  tidak  adanya  keinginan  Penggugat  untuk  saling  bersatu.

Dengan demikian  maksud perkawinan sudah tidak  mungkin  tercapai  lagi

sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-

Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

إليَهَْا          إ لإتسَْكنُوُا أزَْوَاجًا كمُْ أنَفُْسإ نْ مإ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

وَرَحْمَةً     مَوَدةًّ بيَنْكَمُْ ذَ   ۚوَجَعَلَ فإي يتَفََكرُّونَ   ٰإإنّ لَياَتٍلإقَوْمٍ لإكَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung

RI  Nomor  38  K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991  dan  Nomor  266

K/AG/1993  tanggal  25  Juni  1996  bahwa dalam perkara  perceraian  tidak

perlu  untuk  menggali  fakta  tentang  apa  dan  siapa  yang  menyebabkan

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat,  akan  tetapi  fakta  yang  perlu  diungkap  adalah  tentang

pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang,  bahwa  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  237.K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999,  menyebutkan

“sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

hidup  bersama  dalam  satu  kediaman  bersama,  telah  cukup  dijadikan

fakta....”

Menimbang  bahwa  berdasarkan  SEMA  No.3  tahun  2023  yang

berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

singkat  6  (enam)  bulan  kecuali  ditemukan  fakta  hukum  adanya

Tergugat/Penggugat  melakukan  KDRT.",  dimana  Tergugat  terbukti
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menelantarkan Penggugat (istri) dan anak-anak dengan tidak memberikan

nafkah  setidaknya  sejak  2018,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur

KDRT telah terpenuhi sebagaimana pasal 1 UU No.23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an  Juz II

hal. 405 yang berbunyi:

فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

له حق ل ظالم

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya"

Kitab Iqna’ juz II halaman 133 yang berbunyi:

القاضى         عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم إشتد وإن
طلقة

Artinya: “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di
situlah  hakim  diperkenankan  menjatuhkan  talaknya  laki-laki
dengan talak satu”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan

Penggugat  dipandang  telah  terbukti  dan  beralasan  hukum,  serta  telah

memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  kehendak  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba’in sughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, sesuai  dengan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan

(5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  maka

semua  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat,  untuk

membayarnya; 

Mengingat   segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Nama)  terhadap

Penggugat (Nama);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh

lima rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Romi Maulana, SHI., MH., sebagai

Ketua Majelis,  Rahmat  Tri  Fianto,  SHI.,  MH., dan Riki  Handoko, SHI., MH,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rivai, SH., sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Rahmat Tri Fianto, SHI., MH.

Ketua Majelis,

Romi Maulana, SHI., MH.
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Riki Handoko, SHI., MH.
Panitera Pengganti,

Muhammad Rivai, SH.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 350.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  PBT. T : Rp 175.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tarutung

Muhammad Rivai, SH
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